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TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga 
negara pengawal konstitusi dan penafsir 
konstitusi demi tegaknya konstitusi 
dalam rangka mewujudkan cita negara 
hukum dan demokrasi untuk kehidupan 
kebangsaan dan kenegaraan yang 
bermartabat. Mahkamah Konstitusi 
merupakan salah satu wujud gagasan 
modern dalam upaya memperkuat 
usaha membangun hubungan-hubungan 
yang saling mengendalikan dan 
menyeimbangkan antar cabang-cabang 
kekuasaan negara.
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 Kami menerima tulisan, artikel kajian ilmiah dan/
atau hasil penelitian yang berbobot mengenai masalah 
ketatanegaraan, hukum, dan konstitusi, serta isu hukum di 
daerah. Secara khusus setiap edisi kami menyajikan tema 
sesuai hasil rapat redaksi berdasarkan isu yang berkembang 
yang berkaitan dengan isu hukum di daerah, wacana hukum 
tata negara dan konstitusi, serta hasil penelitian hukum dan 
konstitusi. 

Tulisan dilampiri dengan biodata dan foto serta 
alamat email, tulisan dikirim via email ke alamat: 
universitaspattimura@mahkamahkonstitusi.go.id
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